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BAB II 

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat 

menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim 

dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu 

dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka 

setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui 

proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari 

kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilain. 

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "al-bayyinah" 

yang artinya suatu yang menjelaskan.1 Secara etimologi berarti keterangan, 

yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, 

berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat 

bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, 

alat bukti disebut juga at-t}uruq al-ithba>t.2 

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian 

etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, 

                                                           
1 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), 135. 
2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207. 
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yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, 

tokoh fikih mazhab Hanbali, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih 

luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah 

satu jenis dari al-bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan 

seseorang. Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai 

segala sesesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di 

depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang 

dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak 

kepada pemiliknya.3 

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan 

dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan 

berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo 

misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri 

menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam 

arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan   syarat-syarat 

bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan 

apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.4 

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. 

Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
3 Ibid. 
4 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara…, 136. 
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a. Yakin: Meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%). 

b. Z}an: Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan 

adanya pembuktian (terbukti 75-99%).
 Z}an ini tidak dapat dipergunakan 

untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah 

diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau z}an itu nyata pula salahnya. Cuma 

saja, bahwa z}an itu kalau masuk ke dalam golongan z}an yang kuat, maka 

dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh. 

c. Syubhat: ragu-ragu (terbukti 50%). 

d. Waham: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya 

(terbukti <   50%), maka pembuktiannya lemah. 

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada 

tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian 

putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini 

dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini 

dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad saw lebih 

cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara 

syubhat.5 

 

 

                                                           
5 Ibid. 
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B. Prinsip dan Macam-macam Alat Bukti 

1. Prinsip pembuktian 

Dalam Hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian  tidak banyak 

berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern 

sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka   

dapat  disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan 

atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan 

sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan 

hakim terhadap kebenaran dalil yang  menjadi dasar gugatan  atau  dalil-

dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil 

yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.6 

2. Macam-macam alat bukti 

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar 

dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat 

bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka.7 Untuk 

mengetahui macam-macam alat bukti menurut Hukum Islam ada beberapa 

pendapat yaitu: 

                                                           
6 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), 121-122. 
7 Ibid., 55. 
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Alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para 

fuqoha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam:8 

a. Iqra>r (pengakuan) 

b. Shahadah (kesaksian) 

c. Yami>n (sumpah) 

d. Nukul (menolak sumpah) 

e. Qasamah (sumpah) 

f. Keyakinan hakim 

g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan. 

Menurut Samir ‘Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan 

sebagai berikut:9 

a. Pengakuan 

b. Saksi 

c. Sumpah 

d. Qari>nah 

e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak 

f. Pengetahuan hakim 

 

                                                           
8 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: PT Al-

Ma’arif, 1984), 136. 
9 Anshoruddin, Hukum Pembuktian..., 57.  
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Menurut Sayyid Sabiq alat bukti itu ada empat, yaitu:10 

a. Pengakuan 

b. Saksi 

c. Sumpah  

d. Surat resmi 

Untuk mengetahui alat-alat bukti dalam hukum Islam , berikut ini uraian 

masing-masing alat bukti tersebut: 

a. Alat bukti kesaksian 

       Kesaksian dalam hukum acara perdata islam dikenal dengan sebutan 

as-syahadah, yang menurut bahasa antara lain artinya: 

1) Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti. 

2) Berarti al-bayan (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu 

ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh degan 

penyaksian langsung.11 

3) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. 

Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya 

mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai 

saksi.12 

                                                           
10 As- Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 328. 
11 Ibid., 332. 
12 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum..., 55. 
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Sedangkan menurut syarah kesaksian adalah pemberitaan yang pasti 

yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau 

dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah 

tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan “pemberitaan akan 

hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi 

manusia.”13 Pemberitaan yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang 

berdasarkan keyakinan bukan perkiraan. 

Sedangkan Menurut Syarah kesaksian adalah identik dengan al-bayyinah 

yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara.14 Dalam memberikan 

kesaksian, seseoranh dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya 

tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman 

Allah Al-Maidah (5): 8: 

15 اءاِب لْقِ سْطِ  كُِونوُاِق اوَّام يناِلِلّ َّ ِشُهادا اِالَّذ يناِآمانُوا ِأاي ُّها  يَا

wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. 

 
Menurut Ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya 

untuk turut serta menegakkan keadilan. Meskipun hukum memberikan 

kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan 

kesaksian. Seseorang yang berhak memberikan kesaksian menurut Ahmad 

                                                           
13 Ahmad Fathi Bahansyi, Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina’i al-Islami, Alih bahasa Usman Hasyim dan 

Ibnu Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 1. 
14 Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, t.t.) 119. 
15 Depag RI, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2004), 108. 
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Fathi Bahansyi harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan 

kesaksian dan syarat dalam menunaikan kesaksian.16 Adapun syarat 

menurutnya adalah: 

1) Berakal sewaktu memberikan kesaksian. 

2) Saksi itu harus dapat melihat. 

Ini sebagian pendapat fukaha tetapi menurut Asy Syafii melihat 

tidak menjadi syarat sah kesaksian. 

b. Alat bukti tulisan atau surat 

Bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti 

dipengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mengenai bukti tulisan ini ada tiga 

bentuk yaitu: 

1) Bukti tulisan di dalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu 

yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan 

putusan terhadap seseorang, sehingga imperative sebagai bukti yang 

mengkilat  

2) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, 

sampai dia telah mengingatnya. 

                                                           
16 Ahmad Fathi Bahansyi, Nasyriyatul Isbat..., 4. 
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3) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila 

didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian 

maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah.17 

c. Alat bukti pengakuan (iqra>r) 

Ikrar atau pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan 

mengaku sesuatu hak dengan tidak mengingkari.18 Menurut istilah 

fuqoha pengakuan ialah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. 

Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah mengakui adanya 

hak orang lain yang ada pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan 

atau yang berstatus sebagai ucapan.19 Mengenai pengakuan dasar hukum 

nya adalah firman Allah surah Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:20 

ائِ ي ِْشاِِهُِنْمِِ ِسِْخاِبِِْي اِلاِواِِهُِبَّرِاِِالِلَّّاِِقِ تَّي اِلْوِاِِقُِّالاِِْهِ يْلِاِىِعاِذِ الَِّلِْلِ مِْيُلِْوِاِ  

dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sediktipun dari hutangnya. 

 

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa orang yang berhutang itu 

mengakui atas dirinya sendiri bahwa benar mempunyai hutang oleh 

sebab itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, bahwa dalam 

pengakuannya itu tidak boleh berbohong. 

                                                           
17 Anshoruddin, Hukum Pembuktian..., 84. 
18 Ibid., 93. 
19 Muhammad Salam Madzkur, Peradilan Islam..., 100. 
20 Depag RI, Alquran dan Terjemahannya..., 48. 
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Untuk mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka 

seorang yang memberikan pengakuan adalah orang yang berakal dan 

dewasa. Oleh karenanya tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan 

anak-anak. Selain itu pengakuan atas dasar paksaan atau intimidasi juga 

tidak dibenarkan. 

Pengakuan adalah alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang 

memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, 

walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat.21 Dalam hukum 

acara perdata pengakuan diartikan sebagai suatu pernyataan akan 

kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang 

dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan 

kebenaran dari tuntutan hubungan hukum dan peristiwa. 

d. Alat bukti pengakuan hakim 

Dalam Islam alat bukti pengetahuan hakim terdapat dua ketentuan:22 

1) Seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan 

pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar 

dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia 

menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari peristiwa itu kemudian 

                                                           
21 Anshoruddin, Hukum Pembuktian..., 96. 
22 Ahmad Fathi Bahansyi, Nasyriyatul Isbat..., 101. 
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diperkirakan, atau dia mendengar dari sebagian orang atau dia 

kebetulan melihat terjadinya perkara. 

2) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, 

bilamana pengetahuan yang didapat dalam kapasistasnya sebagai 

hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan. Seperti dia 

mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi 

ke tempat terjadinya perkara yang disidangkan. 

e. Alat bukti pendapat ahli 

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian di 

bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam 

berbagai masalah yang di hadapi agar lebih terang dan memperoleh 

kebenaran yang meyakinkan.23 Dasar hukum terhadap perlunya meminta 

keterangan ahlu adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah 

An-Nahl (16): 43: 

24 مِِْفاِاسِْأالُِواِااِهِْلاِِالذ ِ كِْرِ ِاِ نِِِْكُِن ِْتُِمِِْلاِت اِعِْلاِمُِوناِ ىِاِ لاِيِْهِ  ال ِنُِوحِ  ِإِ لَِِّرِ جاِ نِِْق اِبِْلِ كاِ لِْناِامِ   واِماِاِااِرِْساِ

dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan 

orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka 

bertanyalah kepada mereka orang yang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui. 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak 

hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab 

                                                           
23 Anshoruddin, Hukum Pembuktian..., 114-115. 
24Depag RI, Alquran dan Terjemahannya..., 272. 
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(Alquran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek 

kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, 

kedokteran, teknologi dan lainnya. 

Inisiatif untuk meminta bantuan pendapat seorang ahli bisa datang 

dari hakim atau dari orang yang berperkara. Misalnya untuk menetapkan 

asal-usul nasab seorang anak dengan minta bantuan pendapat ahli 

forensik yang lebih mengetahui masalah identifikasi melalui DNA. 

Dalam hukum positif di Indonesia, keterangan ahli (expertise) 

bukanlah merupakan alat bukti khusus, akan tetapi digolongkan pada 

alat bukti saksi yakni saksi ahli. Seorang saksi ahli dapat memberikan 

keterangan baik secara lisan maupun petunjuk.25 

f. Persangkaan/petunjuk-petunjuk (Qari>nah) 

Qari>nah diambil dari kata “muqaranah” yakni “musabahah” 

(penyertaan atau petunjuk). Petunjuk tersebut kadang-kadang kuat atau 

lemah yaitu menurut kuat atau lemahnya penyertaan. Ukuran dalam 

menetapkan ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebiajksanaan.26 

Secara istilah dalam al-Majjalah al-Adiliyah sebagaimana dikutip oleh 

T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, qari>nah diartikan dengan:27 

يْنِ قِ لياِاِِْدُِّحاِِةُِغاِالِ لباِاِِْةرُِااِماِلاِااِ  
Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan. 

                                                           
25 Taufiqul Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti..., 75. 
26 A. Fathi Bahansy, Teori Pembuktian..., 87. 
27 Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan..., 157. 
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Berdasarkan definisi di atas, qari>nah adalah suatu tanda yang dapat 

menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat 

menimbulkan keyakinan tidak dapat disebutkan qari>nah. 

Qari>nah-qari>nah ini terbagi dua, yaitu:28 

1) Qari>nah ‘urfiyyah, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi 

hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang 

tidak terkenal. 

2) Qari>nah Syar’iyyah, yaitu qari>nah-qari>nah yang dikeluarkan 

(ditanggapi) syarah dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa 

yang tidak terkenal. 

Meskipun qari>nah merupakan alat bukti namun tidak semua qari>nah 

dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan 

beberapa kriteria qari>nah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. 

Menurutnya qari>nah tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak 

bisa dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya 

adalah semua qari>nah menurut undang-undang di lingkungan peradilan 

sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. Qari>nah-

qari>nah yang demikian merupakan qari>nah wadh’ihah dan dapat 

                                                           
28 Ibid., 135-136. 
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dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas dasar satu qari>nah 

wadh’ihah saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya.29 

 

C. Dasar Hukum Pembuktian 

       Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat alquran sebagai landasan 

berpijak tentang pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut:30 

ناِ ِم  ِمِ َّنِْت ارْضاوْنا ن  ِف اراجُلٌِواامْراأاتَا ِراجُلايْن  ِياكُونَا ال كُمِِْۖفاإ نِْلَاْ نِْر جا يْن ِم  يدا دُواِشاه  ِوااسْتاشْه 
ِإ حِْ اهُاُاِف اتُذاك  را لَِّإ حْدا اء ِأانِْتاض  دا اهُاُاِالُْْخْراىِ الشُّها دا  

 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (QS. 

Al-Baqarah : 282)31 

 

Dan Firman Allah Swt: 

لِلَِّّ  ِبِ  ى  فا ِِۚواكا مْ هِ  لايْ واِعا دُ ه  ِفاأاشْ مُْ واالَا ِأامْ مْ ه  ِإ لايْ مْ تُ عْ ف ا يب ا فاإ ذااِدا س   حا
kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka 

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 

mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). 

(QS. Al-Nisa' : 6)32 

 

Firman Allah Swt: 

ةاِلِلّ َِّ  ادا ها واِالشَّ ِواأاق يمُ مْ كُ نْ ِم  لٍ ِعادْ واِذاوايْ دُ ه   واأاشْ

                                                           
29 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara..., 174-178. 
30 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), 138. 
31 Depag RI, Alquran Dan Terjemahannya..., 37. 
32 Ibid., 62. 
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dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu 

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.  (QS. 

Ath-Thalaq : 2)33 

 

D. Macam-macam pembuktian 

      Bukti res upsa loquiter adalah fakta berbicara atas dirinya sendiri. 

Dan bukti res upsa loquiter ada tiga macam, yaitu: 

1. Barang hasil kejahatan dan penipuan 

       Jika suatu barang berada dalam kekuasaan seseorang lalu 

indikasi- indikasi yang nyata menunujukkan barang tersebut hasil 

kejahatan atau penipuannya, maka pengakuan orang yang 

menguasainya sebagai barang miliknya tidak dapat diterima. 

2. Barang itu diketahui milik sah orang yang menguasainya 

       Jika diketahui sesuatu barang yang berada dalam kekuasaan 

seseorang sebagai miliknya yang sah, maka gugatan orang 

terhadapnya tidak diterima. Jika kita mempertimbangkan lamanya 

waktu kedaluwarsa, maka Ibnu Qayyim, Ibnu Wahab, Ibnu Abdul 

Hakim, dan Ashbagh, menentukan bahwa   lamanya waktu 

kedaluwarsa itu sepuluh tahun. 

 

 

                                                           
33 Depag RI, Alquran dan Terjemahannya..., 591. 
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3. Bukti Res Upsa Loquiter Yang Mengandung Dua Kemungkinan. 

Bukti res upsa loquiter ada yang mengandung dua kemungkinan, 

yaitu kemungkinan ia milik sah pihak yang menguasainya, dan 

kemungkinan penguasaannya itu dilakukan secara melawan hukum. 

Dalam hal yang demikian, maka gugatan dapat didengar berdasarkan 

bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Dan jika tidak ada bukti 

lawan yang lebih kuat, maka barang itu ditetapkan milik penggugat, 

karena syari'at tidak mengubah barang yang berada dalam kekuasaan 

seseorang yang diakui oleh adat dan oleh rasa hukum masyarakat 

setempat dinyatakansebagai miliknya, untuk dinyatakan sebagai 

miliknya yang tidak sah.34 

Munculah suatu sistem yang bukan berdasarkan keyakinan 

individu seorang hakim yang bebas menentukan putusan buat 

terdakwa. Teori ini disebut teori pembuktian berdasarkan keyakinan 

hakim atas alasan yang logis. Dalam teori ini terdapat suatu system, 

di mana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 

alat-alat bukti yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian 

tertentu. Jadi dalam hal ini putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan 

suatu motivasi. 

                                                           
34 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 206. 
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Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas 

karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. 

Sistem ini kemudian terpecah menjadi dua jurusan, antara lain: 

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang 

logis; 

b. Sistem pembuktian yang logis berdasarkan Undang-Undang secara 

negatif. 

Kedua jurusan tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan 

hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas seperti dalam 

sistem sebelumnya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada 

terdakwa untuk membela hak asasinya sebagai tersangka. Di mana 

batasan-batasan tersebut dapat dibedakan, antara lain: 

a. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang 

berdasarkan alasan logis. 

b. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang 

berdasarkan kepada undang-undang.35 

 

 

                                                           
35 Ibid. 
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E. Cara-Cara Pembuktian 

       Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan 

dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu 

Qayyim ada 26 cara. Dalam pada itu, sebagian besar para fukaha antara 

lain Ibnu Abidin membatasi dalam dua cara saja. Pertama, gugatan 

(dakwa). Kedua, bukti (hujjah). 

Dakwa ialah tuduhan yang dapat diterima oleh hakim untuk menuntut 

sesuatu hak pada orang lain, atau untuk membela haknya sendiri.  Si 

penggugat tidak dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak 

mau meneruskannya lagi. Akan tetapi si penggugat, dapat dipaksa 

menjawab untuk mengetahui benar tidaknya gugatan itu di muka 

pengadilan. 

Apabila si penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah 

si tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat 

dianggap bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan 

gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si 

penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka hakim pun 

memutuskan perkara itu. Apabila si penggugat tidak dapat memberikan 

bukti, maka atas permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat 
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supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara 

secara sumpah atau dengan menolak sumpah.36 

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam 

menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan 

perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu 

yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang 

berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah 

senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan 

turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan 

pada bukti- bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. 

Dalam kaitan ini, terdapat hadits yang berbunyi: 

لظَّ ُِي ات اوالَِّّنَاْنُِنَاْكُمُِبِ  رِْواالِلَّّ رِِْالسَّراائِ وااه   
Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah sendiri 

yang mengendalikan batin manusia.37 

Berdasarkan hadits tersebut, maka sebenarnya yang dicari di 

pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materiil. Hal itu 

tercermin dalam satu kasus.  

Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan 

karena tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani 

                                                           
36 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum ..., 136. 
37 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 50. 
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dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang 

teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan 

pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan 

menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi 

perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara 

tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang 

dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, 

bisa juga tidak).38 

 

F. Metode Penetapan Nasab dalam Islam 

Penetapan dalam islam bisa ditempuh melalui beberapa cara: 

1. Al-Fira>sh 

Rasulullah saw. bersabda: 

رُِلادُِل لِْاالواِ ر ِاالاْجا ِوال لْعااه  ف رااش   
Anak adalah milik fira>sh (tempat tidur), dan bagi pezina adalah 

batu. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)39 

 

Maksud dari al-fira>sh (pemilik tempat tidur) adalah suami atau 

tuan. Ketika seorang istri atau budak perempuan yang digauli tuannya 

melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan pada suami atau 

                                                           
38 Ibid., 51. 
39 Al-Bukhari, al-Jami’ al-Musnad ash-Shahih min Umuri Rasulillah saw wa Sunanihiwa Ayyamihi 
(Da>r Thauqi al najah, 1422 H), 2053.  
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tuannya. Ibnu Daqiqil ‘Id bahkan berkata: “Hadis ini merupakan 

landasan bahwa nasab anak dihubungkan dengan ayahnya meski tidak 

menutup kemungkinan jika ia berasal dari hubungan badan yang 

haram.”40 

2. Pengakuan 

 Maksud dari pengakuan yaitu seseorang mengaku sebagai ayah 

dari anak yang tidak diketahui nasabnya. Syarat dari pengakuan ini 

ada 5, yaitu: 

a. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya 

b. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan orang lain 

c. Pengakuan tersebut adalah pengakuan yang masuk akal/logis. 

Misalnya dengan adanya kemiripan diantara memungkiri. 

d. Yang diakui sebagai anak masih kecil. Adapun jika sudah balig, 

maka pengakuan ini berlaku jika ia tidak memungkirinya. 

e. Orang yang mengaku sebagai ayah baligh lagi berakal. 

Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka anak yang sebelumnya 

tidak diketahui nasabnya secara syariat dapat dinasabkan pada orang 

yang mengaku sebagai ayahnya karena Allah Swt memuliakan 

hubungan nasab. 

                                                           
40 Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam, Taisirul ‘Allam Syarh ‘Umdatil Ahkam  (Riyadh: 

Darul Mughni, 1427H/2007 M), 883. 
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3. Kesaksian  

Perbedaan antara pengakuan dan kesaksian adalah bahwa dalam 

persaksian, seseorang yang mengaku sebagai ayah harus 

mendatangkan dua orang saksi. Ibnul Qayyim berkata, “Yang ketiga 

adalah kesaksian. Kesaksian dua orang saksi yang bersaksi bahwa 

fulan adalah anak fulan, atau bahwa fulan lahir du fira>sh fulan. Jika 

sudah ada dua orang saksi, maka anak yang di akui nasabnya tidak 

dapat menolak karena kuatnya bukti. Nasabnya akan dinisbatkan 

pada orang yang mengaku sebagai ayahnya. Tidak ada perselisihan 

dalam permasalahan ini”. 

4. Al-qiya>fah 

Al-qiya>fah adalah menentukan hubungan nasab dengan melihat 

hubungan keserupaan diantara dua orang ketika tidak ditemukan 

qari>nah (alat bukti) lain untuk menentukan nasab, sebab 

kemungkinan besar anak serupa dengan ayahnya. Al-qiya>fah 

diumpamakan sebagai kias dalam bidang ilmu. Al-qiya>fah juga 

bermakna keadilan karena landasan syariat adalah keadilan.41 Allah 

Swt Berfirman: 

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan 

                                                           
41 Taqiyudin Ahmad bin Taimiyah al-Harani, Majmu'ah al-Fatawa, juz: 20, (al-Maktabah at 

Taufiqiyah, t.t.), 351. 
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Bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 

dapat melaksanakan keadilan. (Q.S. Al-Hadid:25)42 

 

hadis yang mengungkapkan bahwa pada masa rasulullah saw. juga ada 

orang yang memiliki kemampuan khusus, dalam menentukan nasab 

sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid: 

ِاللَّيْثُِح ِأاخْبَاانَا ِوامُُامَّدُِبْنُِرمُْحٍِقاالا ِبْنُِيَاْيا ث انااِيَاْيا ث انااِِحادَّ دَّ باةُِبْنُِساع يْدٍِحا دَِّث انااِقُ ت اي ْ وِحا
هاابٍِعانِْعُرْواةاِعانِْ ِاللِ عاائ شاةاِأانََّّااِقاالاتْ:ِإِ لايْثٌِعان ِابْن ِش  ِماسْرُوْر اِنَِّراسُوْلا ِصالَّىِاللُِعالايَّ

ِزايْد ِ ِآن ف اِإ لّا ِناظارا ِأالَاِْت ارايِْأانَِّمُُاز  ز  ه ِف اقاالا (1459)ِ-38ِتابَْقُُِأاساار يْ رُِواجْه   
Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dan Muhammad 

bin rumh dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan 

diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kamu 

Qutaibah bin Sa’id telah menceritaan kepada kami Al Laits dari ibnu 

Syihab dari ‘Urwah dari ‘Aisyah dia berkata: “sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan 

riang seakan-akan wajahnya bersinar sambal bersabda: tidakkah tadi 

kamu melihat mujazziz Al Mudallij (Ahli Identifikasi) melihat Zaid 

bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata: sesungguhnya 

pemilik kaki ini serupa pemilik kaki ini serupa satu sama lain.” 

(maksudnya Karena keduanya memiliki hubungan darah, penerj.) 

(HR>. Bukhari dan Shahih Muslim 1459-38)43 

 

5. Al-Qur’ah 

Seorang anak tidak boleh memiliki lebih dari satu nasab. Al-

Qur‘ah (undian) adalah cara terakhir untuk menentukan nasab 

ketika tidak ada bukti Dan keterangan yang pasti mengenai nasab 

anak. Metode Al-Qur‘ah hanya digunakan oleh madzab azh-

                                                           
42 Depag RI, Alquran dan Terjemahannya..., 537. 
43 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam..., 366. 
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Zhahiriyah. Mereka menggunakan riwayat berikut sebagai landasan 

mereka. 

Zaid bin Aqram meriwayatkan bahwa ketika Ali di yaman. 

Didatangkan kepada beliau seorang perempuan yang digauli oleh 

ketiga orang pada satu masa suci. Ali bertanya kepada dua 

diantaranya, “Apakah kalian mengakui anak ini sebagai anak 

kalian?” keduanya tidak mengakuinya. kemudian keduanya ditanya 

lagi, “Apakah kalian mengakui anak ini sebagai anak kalian?”, 

keduanya tidak mengakuinya. Kemudian keduanya ditanya lagi 

sampai Ali risau. Akhirnya Ali mengundi ketigannya dan anak akan 

dinasabkan pada nama yang akan keluar dari undian tersebut. orang 

yang memenangkan undian juga harus membayar2/3 diyat. Ketika 

kisah ini diceritakan kepada rasulullah saw, beliau tertawa hingga 

gigi gerahamnya terlihat.44 

                                                           
44 Ibnu hazm al-Andalusi, al-Muhalla bil Atsar, juz 9, (Beirut: Da<r al Kutub al-Ilmiyah, 1425 H/2003 

M), 341. 


